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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian 

ini, maka dari itu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

 Dalam kasus yang diteliti, seorang wanita yang melakukan tindak pidana 

aborsi telah melanggar Pasal 346 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 1 

(satu) tahun dalam masa percobaan 2 (dua) tahun. Putusan yang diberikan Majelis 

Hakim kepada wanita pelaku tindak pidana aborsi tersebut telah memenuhi 3 (tiga) 

unsur yang ada didalam Pasal 346 KUHP yaitu yang pertama unsur barang siapa, 

kedua, dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya kandungan perempuan 

dengan seijin perempuan itu, dan ketiga, yang melakukan atau menyuruh 

melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, serta mempertimbangkan hal-hal 

yang dapat meringankan terdakwa. Sebab pertanggungjawaban pidana bukan 

untuk membalas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku aborsi 

tersebut, namun bertujuan untuk memberikan efek jera agar ia tidak mengulangi 

perbuatan aborsi itu lagi. 
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B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka disarankan kepada setiap 

perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan agar tidak 

melakukan tindak pidana aborsi, tetapi mencari tempat perlindungan (shelter) yang 

dimana perempuan dan janinnya tersebut dapat dilindungi sampai ia melahirkan 

bayinya. Apabila perempuan itu tidak menghendaki bayinya untuk dirawat, maka 

biarlah dari pihak shelter yang akan mencarikan keluarga atau pasangan suami 

isteri yang ingin mengadopsi atau mengangkat anak tersebut. 
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